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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa merupakan penerus perjuangan dan cita-
cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya.
Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman,
hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangan
-nya. Sebagai generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan
hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik
dan mental anak yang belum dewasa dan matang.'

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi
pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita,
maupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus
pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek
pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan
suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia
berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia
Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

'Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anakdi Indonesia,
Rajawali Pers. Jakarta, him.1.
®Ibid,.
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Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No.4
tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No.11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 35
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.’

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat
(2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal
23 ayat (1) yang berisi :

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua,
wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap
anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa
tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu :
hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk
mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status
kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan

akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk

31bid., him.2.
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mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam
pembangunan”.

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak
(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai
kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kegiatan
perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat
hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan
perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan
kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan
kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak
setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan
kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.”

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara

ekonomi maupun seksual terhadap anak.Dalam konteks perlindungan

4Ibid., him.3.
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anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2014
tentang Perlindungan Anak,di dalamnya terdapat unsur-unsur
perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak.

Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-undang No.35tahun 2014
tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa, “Setiap anak berhak untuk
beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali".
Pada Pasal 1 angka (12) Undang-undang No.35 tahun 2014 disebutkan
bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat,
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.”

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang
no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
diskriminasi”.’

Undang-undang tersebut menjadi dasar dan acuan bagi para pihak

khususnya negara saat melakukan kewajibannya memenuhi,

°Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka
(12).

®Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka

(2).
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menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut

antara lain:

1) Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua
anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang
sama;

2) Prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara
sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan
anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan
tersebut;

3) Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya;

4) Prinsip penghargaan terhadap anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan
perlindungan, perluperanan dari masyarakat, baik melalui lembaga
perlindungan anak. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip
umum yang keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan
diundangkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak diharapkan sebagaimana peran pemerintah,
masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak
sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat

penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak
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pada penegakan hak asasi manusia terutama anak.’

Didalam Pasal 59A Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui
upaya:

1) Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi
secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan
gangguan kesehatan lainnya;

2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak
mampu;

4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses
peradilan.

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa, negara, masyarakat,
ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak ,maka diperlukan
perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik
fisik mental dan rohaninya.®

Perdagangan anak (child trafficking) adalah tindakan perekrutan,

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

’ Candra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi Pers dan
Pembangunan (LLSP) & The Asia Foundation. Jakarta, him.2.

®Darwan Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bhakti. Bandung,
him.98.
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seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi.’

Isu perdagangan anak (child trafficking) yang marak dibicarakan
saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Jaringan
perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari batas-batas negara yang
semakin mudah dilintasi. Merekamempunyai jaringan lintas negara yang
terstruktur rapih dan sangat rahasia keberadaannya. Permasalahan ini
muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah
aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan
yang semakin meluas di Indonesia."®

Perdagangan anak di Indonesia sangat memperihatinkan. Menurut
Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNASPA) terjadi peningkatan
sindikat perdagangan bayi yang angkanya lebih dari 400 bayi. Mereka

diperdagangkan baik didalam negeri maupun luar negeri.Tujuan

°Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (LN Tahun 2007 No. 58,
TLN No. 4720).

"“Republika. 23-12-2015. Kekerasan Terhadap Anak Makin Meningkat.
Sumber:http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=227786&kat_id=6&kat=id|=&
kat_id2=, diakses pada 8 desember 2016.
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perdagangan anak selain untuk prostitusi, adopsi illegal, narkoba, dan
penjualan organ tubuh. Mereka bukan hanya dijual di dalam negeri tapi
juga keluar negeri seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Inggris,
Brunei Darussalam, Jerman, dan Kanada."'

Perdagangan anak telah dikriminalisasikan dalam hukum
Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa: “Perdagangan wanita dan
perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana
penjara paling lama enam tahun”."”

Pasal 65 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menyatakan bahwa:“Setiap anak berhak untuk memperoleh
perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan,
perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika,
psikotopika, dan zat adiktif lainnya.”

Pasal 65 diatas tidak ada sanksi yang tercantum bagi pelanggar
pasal ini.Walaupuntelahdinyatakansecaraeksplisit dan
telahdikriminalisasi-

kan,tetapitidakadadefinisiresmitentangperdagangandidalam Pasal 297

M i
Ibid,.
> Andi Hamzah, 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab
Undang-Undang HukumAcara Pidana, Cet.17 Rineka Cipta. Jakarta, him.119.
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KUHP atau di dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak
asasi manusia, sehingga dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk
digunakan.™
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas
suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu
dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis luruske atas atau ke
bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang tua (ayah dan ibu) sangat
berperan penting dalam masa pertumbuhan anaknya, oleh karena itu
orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :"*
a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;
c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
pada anak.
Pada kasus yang pertama, Putusan Nomor 1907/Pid.Sus/2015/PN
Plg (Perlindungan Anak), bahwa terdakwa Feri Setiawan Bin Abdul
Rahman Faisal pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul

15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan agustus

Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar
Grafika. Jakarta, him.10.

"“Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26. ayat
(1). Huruf a,b,c, dand.
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2015 bertempat di Pasar Lemabang Palembang atau setidak-tidaknya di
suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah
menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”
yaitu anak Fenny Anatasia yang berumur 3(tiga) tahun dan 6 (enam)
bulan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan amar putusan
sebagai berikut:'®

Perbuatan terdakwa dilakukan kepada anak kandungnya sendiri
yang seharusnya terdakwa berkwajiban menjaga dan melindunginya dan
perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dimana perbuatan
terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela.

Maijelis hakim lalu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda
sebesar Rp.60.000.000,-(enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3
(tiga) bulan dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara
selama proses peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu
rupiah).

Pada kasus kedua Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN Tbh,

®Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Putusan nomor
1907/Pid.Sus/2015/PN Plg (Perlindungan Anak), putusan.mahkamahagung.go.id,
diunduh pada 7 desember 2016.
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Bahwa Terdakwa Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran, pada hari Rabu
tanggal 22 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi
Jamri Alias ljam Bin Misran (diajukan dalam perkara terpisah) yang
terletak di Jalan SKB Lorong Margo Mulyo Kelurahan Tembilahan Hilir
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Tembilahan, menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,
penjualan,dan atau perdagangan anak yaitu saksi korban Ayu Wulandari
yang masih berumur 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, perbuatan
tersebut dilakukan Terdakwa dengan amar putusan antara lain sebagai
berikut:"

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Miswanto
Alias Iwan Bin Tukiran dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda
tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan
membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenubhi

'® Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, Putusan nomor
149/Pid.Sus/PN Tbh, putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 7 desember
2016.
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harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak
hukum yang dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-
undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana
pendukungnya.'’

Proses penegakan hukum tidakakan pernah terlepas dari upaya
kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya
penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dariupaya
perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya pencapaian
kesejahteraan masyarakat (social welfare).'®

Dengan demikian, harus dipahami bahwa kebijakan politik kriminal
sebagai upaya penanggulangan kejahatan juga harus didukung oleh
aparat penegak hukum, perlindungan masyarakat (social defense) dan
kesejahteraan masyarakat (social welfare). Sehingga tidak ada lagi orang
yang memperdagangkan anak (child trafficker) apalagi orang tua yang
menjual anak kandungnya sendiri.

Dari adanya permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan
menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul
‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
PerdaganganAnak“(Analisis Terhadap Putusan Nomor

1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN

" Satjipto Rarjo, 2006, Membedah Hukuman Progresif, Kompas. Jakarta,
him.122.
'® Ibid., him.124.
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Tbh).

B. Permasalahan

1.

Apa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu
perkara perdagangan anak pada putusan nomor
1907/Pid.Sus/2015/PN Plgg dan pada putusan nomor
149/Pid.Sus/2015/PN Tbh ?

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak

pidana perdagangan anak ditinjau dari tujuan pemidanaan ?

C. Tujuan Penelitian

1.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
Untuk mengetahuidasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu
perkara perdagangan anak pada putusan nomor
1907/Pid.Sus/2015/PN  Plg dan pada putusan  nomor

149/Pid.Sus/2015/PN Tbh.

2. Untuk mengetahuipertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

tindak pidana perdagangan anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, dalam penulisan hukum ini penulis

juga mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh.Adapun

manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi :

1. Manfaat Teoritis
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Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat mengetahui
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan
anak ditinjau dari tujuan pemidanaan, sehingga dengan demikian
diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan
pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan
perkembangan ilmu hukum tindak pidana perdagangan anak pada
khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan
pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana pada
umumnya dan hukum tindak pidana perdagangan anak pada khususnya,
serta dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus
suatu  perkara perdagangan anak pada  Putusan  Nomor
1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada Putusan Nomor
149/Pid.Sus/2015/PN Tbh.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah dari kajian bidang ilmu hukum
pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku tindak pidana perdagangan anak ditinjau dari tujuan pemidanaan
serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara
perdagangan anak pada Putusan Nomor 1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan

pada Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN Tbh.
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F. KerangkaTeori
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan
bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah
melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang dan tidak dibenarkan oleh
masyarakat.Pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai akibat
lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak,
baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang
bertentangan dengan hukum.Pertanggungjawaban pidana pada
hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum
pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak
suatu perbuatan tertentu.'®

Berdasarkan negara-negara yang menganut sistem hukum
“common law system”, pada prinsipnya tidak memliki perbedaan yang
fundamental dengan “civil law system”. Hukum pidana Inggris
mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan
kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada

sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang

"Tri Andrisman,2006, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung,him.103.
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bersangkutan (exemptions from liability)”.*°

Pertanggungjawaban termasuk unsur kesalahan (schuld) karena
untuk dapat dipidana perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan
asas dalam hukum pidana yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada
kesalahan, sedangkan kesalahan bukanlah sudut pengertian normatif.
Perbuatan pidana yaitu kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan
actus reus, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-
bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kealpaan
(culpa) serta tidak adanya alasan pemaaf.”’

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila
memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :**

a. Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya;

b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang
patut dalam pergaulan masyarakat;

c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan
perbuatan;

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat
dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi dua unsur yakni adanya

unsur perbuatan pidana (actus reus) dan keadaan sifat batin pembuat

2 Romli Atmasasmita,20009, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer,

Fikahati Aneska. Jakarta, him.93.

* Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam
Hukum Pidana, Bina Aksara. Jakarta, him.189.

** Roeslan Saleh,1983,Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana;
Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru. Jakarta,him.80.
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(mens rea). Kesalahan (schuld) merupakan unsur pembuat delik, jadi
termasuk unsur pertanggung-jawaban pidana yang mana terkandung
makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.”

Unsur-unsur  pidana sebagai dasar pertanggungjawaban
merupakan kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan
dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya
pelaku dapat dicela karena kelakuannya.

Dengan kata lain, hanya dengan perbuatan yang dilarang tersebut
dapat dipertanggungjawabkan si Pelaku, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu: “Barang siapa melakukan perbuatan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat
dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting
dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang
mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian
hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan
teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim

“ Andi Zainal Abidin, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama,
Alumni. Bandung, him.72.
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tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara
yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.Hakim memberikan
keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :*°

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan
perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan
terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa
bersalah dan dapat dipidana.

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat
dipidana.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang
yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka
sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan
hukum tetap”.

Adabeberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebutdalam
memutus suatu perkara. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau

pendekatan yang dapat dipergunakan oleh  hakim dalam

** Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet.V
Pustaka Pelajar. Yogyakarta, him.140.
*Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung, him.74.
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mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu
sebagai berikut:*°
1) Teori Keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah
keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang
dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan
perkara.
2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau
kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan,
hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar
bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan
melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat,
dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam
perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan
seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari
hakim.
3) Teori Pendekatan Keilmuwan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan
pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam

% Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum, Sinar Grafika. Jakarta, him.102.
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rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat
membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya
sehari-hari.

5) Teori Ratio Decindendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar
hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing,
membina, mendidik danmelindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi
manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

3. TeoriPemidanaan

Menurut Marlina berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas

dari pembicaraan mengenai pemidanaan, di dalam bukunya Hukum

Penitensier, dikutip pendapat dari Sudarto mengatakan bahwa
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"Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman,
penghukuman sendiri berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan
sebagai penetapan hukum atau memutus tentang hukuman (berechten).
Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan
hukum pidana saja tetapi pada bidang hukum lain. Oleh karena istilah
tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara
pidana yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau
penjatuhan pidana oleh hakim.?’
M.Sholehuddin menyebutkan tiga perspektif filsafat tentang
pemidanaan.”®
1) Perspektif eksistensialisme tentang pemidanaan.Penganut paham ini
berpendapat bahwaeksistensi individu ditandai oleh adanya kebebesan.
Albert Camus salah satu tokohnya mengatakan bahwa kebebasan
mutlak tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaaanya harus
selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Hukum
dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan
kebebesan individu dalam masyarakat.Hak untuk menjaga dan
memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.
Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap menjadi human offender, dan

sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan

*Marlina, 2011, Hukum Penitensier, PT.Refika Aditama. Bandung, him.33.
*®Ibid.hIm.35.
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adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila
diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang
pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikannya kedalam
masyarakat sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, menurut
kamus pemidanaan bersifat rehabilitasi yaitu dengan pendidikan
kembali (re-edukasi).Pemidanaan berusaha melindungi dan mejaga
guna mengurangi kebebasan kriminal.

2) Perspektif sosialisme tentang pemidanaan. Menurut faham ini,
pemidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara, bukan
individu.Hukum pidana Soviet menetapkan kepentingan negara dan
ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana.Pandangan ini
menekankan asfek negara dibandingkan individu warganya.Gerber dan
Mc Anany menyebutkan, tidak adanya perbedaan antara pelanggaran
yang dilakukan karena kelalaian maupun kesengajaan, karena hukum
Soviet menyatukan seluruh perbuatan yang dapat dipadana menjadi
satu kategori, yaitu perbuatan berbahaya dalam masyarakat.Hakim
dibiarkan membedakan kelalaian dan kesengajaan dan menjatuhkan
sanksi dalam hukum pidana menurut sosial.

3) Pemidanaan ditinjau dari perspektif Pancasila. Negara Indonesia
menganut paham ini.Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang
menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu,

masyarakat, bangsa dan negara.Tanggungjawabpemidanaan tidak
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dapat dibedakan secara serta merta kepada pelaku kejahatan karena
pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas
kehidupan suatu masyarakat.Menurut faham ini hukum pidana
(temasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada
kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat,
termasuk korban kejahatan.

Penjatuhan pidana ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan,
namun demikian muncul pertanyaan kembali, apakah pemidanaan dapat
dijadikan instrumen pencegahan kejahatan?Persoalan ini muncul karena
banyak anggapan bahwa pemidanaan bukan mengurangi terjadinya
kejahatan, tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semangkin
marak terjadi.Pertanyaan ini juga memunculkan protes terhadap
kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya
sebagai lembaga yang memberikan pembinaan terhadap narapidana,
agar narapidana setelah keluar dari masa pidananya dapat berintegrasi
dengan baik di lingkungan masyarakat.*

Sistem peradilan pidana yang diterapkan saat ini tampaknya masih
menitikberatkan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak
kejahatan  sebagai  balasan atas perbuatan yang telah
dilakukannya.Dengan titik berat seperti ini,dimensi tindak kejahatan

sepertinya hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi si pelaku tindak

2 Ibid.hlm.40.
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kejahatan itu sendiri.*
Metode Penelitian

Metode secara etimologi dapat diartikan sebagai jalan atau cara
melakukan atau mengerjakan sesuatu, sedangkan menurut istilah
metode merupakan titik awal menuju akhir dalam bidang pengetahuan
tertentu.”’

Dalam penelitian hukum ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian
normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan.
Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam
penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang
dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder
tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat
-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi
yang dikeluarkan oleh pemerintah.*

Sedangkan penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian
dengan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai

perilaku masyarakatnya.*® Penelitian empiris atau sosiologis terdiri dari;

*Distia Aviandari dkk, 2008, Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman,
Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas
Masyarakat Anak (SEMAK), Yayasan Kalyanamandira dan SKEPO atas dukungan
Terre des Hommes Netherlands, Bandung, him.3.

$1Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian llmu Hukum, Mandar
Maju.Bandung, him.13.

%2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif
(Suatu Tinjauan Singkat), Cet.IV Raja Grafindo Persada. Jakarta, him.23.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.lll, Ul Press.
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penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap
efektifitas hukum.
1. Jenis Penelitian
Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum
normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan
dilakukan dengan cara mempelajari Putusan Nomor
1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada Putusan Nomor
149/Pid.Sus/2015/PN Tbh, Peraturan Perundang-Undangan, serta
peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan
anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan apayang menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan
anak.Penelitian hukum normatif menentukan lima tugas yaitu diskripsi,
sistematisasi, analisis, interprestasi dan menilai hukum positif.
2. SifatPenelitian
llImu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang

normatif, praktis dan preskriptif.>* “

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif,
ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas
aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.Sebagai

ilmu terapan, ilmu hukum menentapkan standar prosedur, ketentuan-

Jakarta, him.51.
% Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum,
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, him.1.
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ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum”.*®

Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian
yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan
argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. PendekatanPenelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang
digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki
adalah sebagai berikut:*

1) Pendekatan kasus ('case approach )

2) Pendekatan perundang-undangan ( statute approach )

3) Pendekatan historis (' historical approach )

4) Pendekatan perbandingan ( comparative approach )

5) Pendekatan konseptual (' conceptual approach )

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa
pendekatan diatas adalah pendekatan kasus (case approach),
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
perbandingan(comparative approach). Pendekatan kasus adalah
pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

%5 peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Group. Jakarta, him.22.
% Ibid.,hIm.93.
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Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan pengkajian semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum vyang ditangani. Sedangkan pendekatan
komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu
negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai
hal yang sama.Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-
undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang
sama.”’

Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh
persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.Hal ini
untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang
dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan demikian
perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai
konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa negara. Hal ini
sama juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan
pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa.*®

4. Sumber Data Penelitian

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data

kualitatif bukan data kuantitatif. Data kualitatifyaitu penelitian yang data

umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Sedangkan data

% Ibid. hlm.95.
3 Ibid,.
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kuantitatif adalah data yang dapat diukur sehingga data dapat
menggunakan statistik dalam pengujiannya.®
Dalam pengumpulan data kualitatif, ada data yang berupa bahan
hukum yang terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum vyang
mengikat.*® Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu :
a) Putusan Nomor 1907/Pid.Sus/2015/PN Plg
b) Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN Tbh
c¢) Undang-UndangDasar 1945
d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
f) Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007  tentang
PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang
g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

h) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

% Ronny Kountur, 2004, Metode Penelitian (Untuk Penulisan Skripsi dan
Tesis), Cet.ll, PPM. Jakarta, him.16.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif,
Cet.V. Ind-Hill-Co. Jakarta, him.13.
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Asas Manusia
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum pendukung atau data
tambahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitannya. Seperti
Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya praktisi
hukum, dan studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni berupa literatur-literatur.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.*' Bahan hukum tersier yang digunakan berupa :
a. Kamus besar bahasa indonesia
b. Kamus hukum
c. Kamus ilmiah populer
d. Website
5. Metode atau Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian pada umumnya

dikenal dengan tiga jenis, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,

1 Ibid,.
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pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.*> Dalam hal
ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara
membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.

6. Metodeatau TeknikAnalisis Data
Metode yang digunakan mengolah dan menganalisis data yang
diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Content Analysis, yaitu melakukan analisis isi putusan dengan
mengambil inti dari putusan yang menjadi sumber data yang sesuai
dengan kajian skripsi ini.

2) Comparative analysis, yaitu melakukan analisis isi putusan dengan
membandingkan substansi yang sama apakah ada perbedaan,
persamaan pendapat hukum dan ada atau tidaknya kesenjangan.

7. Metodeatau TeknikPenarikan kesimpulan

Dalam penyajian data yang digunakan oleh penulis adalah secara
deskriptif, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yakni tentang
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan

anak ditinjau dari tujuan pemidanaan serta dasar pertimbangan hakim

** Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.lll , Ul Press.
Jakarta, him.21.
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dalam memutus suatu perkara Perdagangan anak pada putusan nomor
1907/Pid.Sus/2015/PN Plgdan pada putusan nomor
149/Pid.Sus/2015/PN Tbh. Adapun tujuan dari penyajian seperti ini tidak
lain berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat
khusus vyaitu mengetahui dan memahami dengan jelas tentang
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan
anak ditinjau dari tujuan pemidanaan serta dasar pertimbangan hakim
dalam memutus suatu perkara perdagangan anak pada putusan nomor
1907/Pid.Sus/2015/PN Plg dan pada putusan nomor
149/Pid.Sus/2015/PN Tbh.
BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan TindakPidana Perdagangan

Orang

1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah
bahasa latin delictun dan delicta. Delik dalam bahasa Belanda disebut
strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit.
Strafdiartikan sebagai pidana dan hukum, baardiartikan sebagai tindak,
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan feitartinya sebagian

dari kenyataan. Sehingga Strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan
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